ABSTRAK

Incest adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang
bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Tindak
pidana incest merupakan perbuatan pidana yang mana pelaku memiliki hubungan
darah dengan korban, seperti halnya orangtua dengan anak atau antar saudara
kandung. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah Apakah pelaku
incest dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Penelitian hukum ini, termasuk dalam penelitian hukum
normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tindak pidana incest
dalam pengaturan perundang-undangan di atur dalam Pasal 46 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Setelah pelaku memenuhi unsur tindak pidana, selanjutnya pelaku akan
dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak
pidana incest tergantung dipenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana
dalam diri pelaku. Unsur tersebut adalah unsur kemampuan bertanggungjawab,
unsur kesalahan( dolus dan culpa) dan tidak ada alasan pemaaf. Jika pada saat
pembuktian pelaku tindak pidana incest dikatakan tidak mampu
bertanggungjawab, maka pelaku tidak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana
tersebut. Ketidakmampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku dapat berupa
cacat jiwa atau gangguan jiwa. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana incest
mengalami cacat jiwa, maka, diperlukan keterangan ahli psikologi forensik dalam
pembuktiannya pada pemeriksaan pengadilan. Namun, dalam penjatuhan putusan
pidana hakim lah yang berhak memutuskan bahwa pelaku mengalami cacat jiwa
atau tidak.
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